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HAKIM SOSIOLOGIS DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA!

Darwance, S.H., M.H.?2

\. HAKIM CORONG UNDANG-UNDANG

Selama pem.erinlnhan Orde Baru, salah satu subsistem kemasyarakatan
engalami rusak parah adalah hukum, terutama produk hukum, baik

3

penegakannya.’ Proses penegakan hukum, oleh Soerjono
-nilai, norma-norma dan
akserasian

ang m
materi maupun
Soekanto merupakan suatu penyerasian antara nilai

erikelakuannyata dalam masyarakat, sehingga apabila terjadi ketid:

maka timbullah masalah di dalam proses penegakan hukum.*

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan
ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada
tahapawal sampai . sendiri. Hal ini diakibatkan
oleh penegakan hukum di Indonesia sendiri
perundang-undan gan belaka, belum ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.

Hadirnya hukum ditengah manusia, adalah tatanan yang sengaja dibuatoleh
manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.’ Sesungguhnya, hukum

merupakan karya manusia sebagai cerminan kehendak dan sasaran-sasaran
masyarakat yang ingin dicapainya.’ Ada beberapa teori tentang tujuan hukum,
yakni teori etis yang menekankan pada Kkeadilan, teori utilitas yang menekankan
an, serta feori campurar yang menekankan pada

tujuan hukum

tujuan hukum pada kebahagia
ketertiban.” Oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,
' Paper dalam Seminar Nasional dengan tema #Merefleksikan dan Menguraikan
Lain Hukum yang Terlupakan)”, yang

Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi
Indonesia (ASHI) bekerjasama dengan

diselenggarakan oleh Asosiasi Gosiologi Hukum
Kelompok Diskusi Esmi Warassih (KEDHEWA), pada tanggal 20-21 Oktober 2016 di Aula
Semarang.

Pascasarjana Universitas Diponegoro '
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung-
S Moh. Mahfud MD., 2011, Membangir politik Hukum, Men

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlo- 49. 4 e

*  SoerjonoSoekanto, 1983, N e AspkSasio Yuridis Masyareke uonni, Bandung,
hlm, 51, ,

: i ; : lir,

Sa Raharj 007, Biarkan Hukum Menga:t: Pl

i o 2%, Sebuah Telaah Sosiologis,

Unj ¢ Esmi Warassih, 2011, Pranata Hukum
meI'SltaS DiPOnegom, hhn-
Ibid., hlm. 22-23.

egakkan Konstitusi, PT.

Kompas, Jakarta, hlm. 7.
Badan Penerbit
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O Darwance, S.H., M.H. . o .
adalah demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstrer,

e an intern pril'}!adj.'3 _
anta;g:ﬁ:iadagr;;:iﬁimisahan ke?uasaaxnl yangsdfk.emukakan oleh
Montesquieu dalam bukunya De I'esprit :.ies lois (T’:; P’l’:t 0]; Laws), mak,
tugas penciptaan undang-undang ditangan{ (?Ieh pemt nt; u;h a?gl-:undarfg'
sedangkan hakim (peradilan) hanya (gé(liris rmn.ng dan garis bawah ole Penulis)

isi undang-undang saja.

beﬁgth:Stumjvr;ftlua,mI-IkéIl:dasrani Bairan, salah seorang Hakim A'gung kala ity,
mengatakan bahwa hakim yang baik adalah “seorang yang keseplan: 3 ‘Apa yang |
dikatakan tersebut paling tidak merangsang siapapun untuk bferp1k.1r tentang |
para hakim tidak hanya secara yuridis, tetapi terutama secara s.051olo gis. .Melihat
hakim secara yuridis menjadikannya sebagai seorang yang steril, menjadikannya
hanya sebagai stereotype undang-undang belaka, sebab melepaskannya dari
sekalian afiliasi atau kaitan dengan lingkungannya. Dalam hal ini, hakim sudah
menjadi tawanan undang-undang dalam segala aspeknya.’

Para penegak hukum dewasa ini, termasuk hakim, sebagian besar melihat
peradilan hanya sebagai pranata hukum belaka yang arahnya lebih ke normatif,
seolah tidak mampu (atau bahkan tidak mau sama sekali) melepaskan diri dari
pengaruh budaya normatif dalam menyelesaikan setiap perkara hukum yang
ditanganinya. Hal inilah yang kemudian memposisikan hakim sebagai corong
atau penyuara undang-undang saja.

B. HAKIKAT HAKIM SEBAGAI MANUSIA

Pasal 24 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945), “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ayat (2), “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

umum, lingkungan peradilan agama, Iingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh, sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (3),

' gsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang " Pasal 25 UUD Ng| Tahun 1945, “Syarat-syarat

diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan

Pasal 1 UU No. 8/1981 tentang Kita
Pidana (KUHAP) menyebutkan hakim
diberi wewenang oleh undang-undan
hakim bertanggung jawab untuk men

b Undang—Undang Hukum Acara
adalah pejabat peradilan negara yang
& untuk mengadili. Oleh karena it
gembalikan hukum kepada manusia *

P i ]
i Saul;?piil;aul::ragja: a;(ao(’)gl 9;-8'-1)%1,1(“% Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 67.
hlm. 223.224. ’ » OIS1-s1si Lain dpyi Hukum g; Indonesia, Kompas, Jakarta,
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Hakim Sosiologis dalam Penegakan Hukum di Indenesia

-:e : pemlllk hukgm dalam kapasitanya sebagai alat untuk mewujudkan
* gahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.
Gejarah peng-a-turan ha%dm mencatat bahwa dulu hakim tidak independen.
ol ini dapat dlm‘at dari isi UU No. 19/1964 tentang Kekuasaan Pokok
snakiman, yakni Pasal 19, yang membuka peluang bag Presiden untuk dalam
»., beberapa hal dapa.t mt campur tangan dalam soal-soal pengadilan...”.
sekalipun peraturan ini kemudian diganti dengan UU No. 14/1970 tentang
Ketentuan-KEt?ntuan -Pokok Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi tidak
menjadikan hakJ-m kala itu menjadi independen karena pengadilan berada di
wilayah eksekutif, yakni Departemen Kehakiman.
pasal 13 UU No. 8/2004 tentang Perubahan UU No. 2/1986 tentang
peradilan Umum, independensi hakim semakin diperjelas, dimana pengadilan
tdak lagi berada di bawah Departemen Hukum dan HAM, tetapi langsung di
pawah Mahkamah Agung (MA), termasuk soal pembinaan dan pengawasan
ymum hakim. Sekalipun demikian, pembinaan dan pengawasanitu tidak boleh
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”’
Satjipto Rahardjo, menggolongkan hakim menjadi dua. Pertama, hakim yang
eriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya dan kemudian

apabila mem .
mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukun putusan tersebut.
Kedua, hakim yang apabila memutus, terlebih dahulu “berkonsultasi” dengan

kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan
legitimasi terhadap “putusan perutnya” itu.

C. HAKIM BERPOLA SOSIOLOGIS

Setelah merdeka bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber
dari tradisinya sendiri, tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-
undangan peninggalan pemeri tahan kolonial Belanda, sekalipun mengalami

nasionalisasi, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
merupakan nasionalisasi dari Wetboekvan Straafrechts (WvS), dan lain-lain. Selain
dengan kebutuhan sebuah negarayang

itu, beberapa pasal yang tidak lagi sesuai

merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.

Disamping bermanfaat karena dapat menghindari terjadinya kekosongan hukum

(rechtvacuum), upaya transplantasi semacart ini tidak mengubah ?Vat.ak dasar

dari hukum warisan kolonial yang cenderung represif, feodal, dlsmauf,
akat Indonesia yang

danindividualistik, bertentangan dengan ciri khas masyar

me"Jun]un . . LB 1
g tinggi kolektivisme. ‘
Didalam prgogsles penegakan hukum di Indonesia ada suatu kecenderungan
\-— . .
374.31;5 Frans H. Winarta, 2009, Suard Rakyat Hukum Tertinggi,
Raj " Imam Syaukai dan A. Ahsin Thohari, 2010, Dasar-

RGrafindo Persada, Jakarta, him. 63-64. o

Kompas, Jakarta, hlm.

Dasar Politik Hukum, PT.
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yang kuat, untuk menekankan pada nilai ketert.illlan, dl-<le pas_han, kepenﬁngan
umum, dan kebendaan. Padahal, para pencari X€aciian Juga memerluk,y,
ketenteraman, kesebandingan, kepentingan pribadi m’?upun keak}ﬂa.lfan_u

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan’, s?dangka.n jika kata
kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepa.stla.n hUkum,
memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak day, ,
kewajiban setiap warga negara.”’® Menurut Sudikno Mertc?kusumo, kepastian |
(hukum) merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang.
wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu Yyang
diharapkan dalam keadaan tertentu." '

Dalam menjalankan profesinya, terutama dalam me.ngambll keputusap, |
hakim harus memperhatikan rasa keadilan dengan mempertimbangkan implikasi |
hukum dan dampaknya yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sifat
dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti forma] |
yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara undang-undang, dan dalam |
arti materil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita
keadilan masyarakat.!s -

Hakim memberikan keputusan harus didasarkan pada keyakinannya yang
dituangkan sebagai pertimbangan hukum, tidak hanya berdasarkan bukti-
bukti semata. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim
dalam memutuskan suatu perkara. Aplikasi hukum progresif adalah aplikasi
atau upaya yang maskimal untuk mencari dan menemukan hukum yang
sesungguhnya, yaitu yang tidak hanya berkaca kepada peraturan perundang-
undangan saja, melainkan lebih kepada mencari makna terhadap penghargaan
dan penghormatan terhadap hak-hak hidup ciptaan-Nya ¢

Putusan merupakan akhir dari serangkaian proses peradilan yang dilakukan
olehhakim.Olehsebabitu,parapelalcsanahukumituharusmempunyaipemahaman ’
dan pemikiran tentang hukum yang cukup dalam menggali pemahaman hukum |

berdasarkan kata-kata dalam peraturan

Soerjono Soekanto mengungkapkan b

suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti

12

Soerjono Soekanto, Op. Cit., him, 52,

3 E.FernandoM. ; :
hlm. 91-92. ©M Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarts: |

14

15

Sudikno Mertokusumo 2008, Men
» 2008, Mengenal Hukum, 1 ib akarta , him. 145
E. Fernando M, Manullang, Op. Cit,, hlm. 96. B ,

¢ Hartono, 2012, Penyidikan dan )
i 2 SIi;:ar Graika, Jakart, him, 3. """ Hitkum Pidana Melalu Pendekatan Hukur
.d'l h]-n'\. 3. 3
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| | Hakim Sosiologis dalam Penegakan Hukum di
aruh gejalasosial lain terhadap hukym danseb

¢ .
Epab"" ada pdertcntzngan aturan 1.1ukum antara apa yang dirasakan adil oleh
. arakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, sebaiknya tidak

mcmaksaka.n kcpastlan;;ikum, lalu mengorbankan rasa keadilan.

Gebagaimana y.akrTg ! ai.:akan.Satl.lpto Raharjo, bahwa pada umumnya cara
un: dinegerikitamasih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan”
o ber.hl.Jkurr.\ dengan akal.sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah
perhukum mm.lmahs, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan
apd yang tetrulis d_alam teks secara mentah-mentah. [a berhenti pada mengeja
yndang-undang. Jiwa dan roh (conscience) hukum tidak ikut dibawa-bawa."

Misalnya dalam perkara orang mencuri sesuatu benda, tetapi pencurian itu
pukan sebagai mata pencarian, tetapi hanya lebih kepada keadaan yang memaksa
untuk dilakukan karena keadaan ermergency. Misalnya seseorang sudah dalam
yeadaan terancam kelaparan, satu-satunyajalan untuk bertahan hidup hanyalah
dengan mencuri, maka perbuatan mencuri dengan pertimbangan keadaan itu,
adalah peristiwa yang harus dianggap secara hukum tidak melawan hukum.

Pasal 28 ayat (1) UU No.4/2004 bahwa; “Hakim wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”. Penjelasannya, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim
sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat”. Dengan demikian, sebagai
perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat,
hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan
dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, sehingga putusan yang kelak ia ambil sesuai dengan hukum dan
rasa keadilan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga
unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssi che.rhei ),
kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit) »Bila memungkinkan,
ketiga unsur ini harus mendapat perhatian secara proporsional, sekah;zun dalam
praktik hal ini tidak mudah. Hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-
hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab dalam merny atuhkan puttlx)sanny a

im dibimbing oleh pandan gan-pandangax.l afau p1kn'al_mya se.rclic.im. utushag
yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur Ya.ml Yui;l lsb(:egia; aia
hulkum)r nilaisosiologis (kemanfaatan),dan folosofis (keadilan). Lalu 5ag

a%‘;snjru;-eunsur i sulit dlpadlltl;anrlina ar hukum ditegakkan sebagaimana
pastian hukum mene & ertindang

Yang diines tertuang di dalam peraturan p g
i § diinginkan oleh hukum yan.g lip di dalam unsur kemanfaatan
wentara nilai sosiologis yang menye p :awali Perss, Jakarta

18 ; kok-Pokok Sosiolog! Hukum, Rajawall Yerss, v
higy 2, Soerjono Soekanto, 1997, Po

19

Ibid., him. 15. 24
Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., him-13% 379
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menekankan kepada kemanfaatan bagi masyar akat: Artinya, pelak.sana an hllkum
harus memberi manfaat bagi kehidupan manusw.'Sel'm'zntarz.x 1'tu soal ungy;
keadilan, sekalipun keadilan bersifat subjektif dan md1v1duahst1s-, Penegakap,
hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Intinya, hakim
dituntut lebih bijaksana dalam terhadap pendapat masyarakat, tidak bolep,
diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara.

Apa yang sudah diuraikan di atas memberikan pemahaman bahwa suda},
seharusnya seluruh komponen bangsa inisudahseharusnya segerameninggalkan
ketergantungannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan belaka,
tetapi seyogianya bangsa ini harus segera peka dan responsif dalam berhukum,
yakni kemampuan ketajaman secara khusus untuk mengungkapkan hukum 2

D. PENUTUP

Permasalahan penegakan hukum di Indenesia masih sering ditandai dengan
ketidakpuasan subjek hukum, diakibatkan oleh penegakan hukum di Indonesia
sendiri yang masih berputar pada peraturan perundang-undangan belaka,
Dalam hal ini, hakim sudah menjadi tawanan undang-undang dalam segala
aspeknya. Para penegak hukum dewasa ini sebagian besar melihat peradilan
hanya sebagai pranata hukum belaka yang arahnya lebih ke normatif.

Hakim bertanggungjawab untuk mengembalikan hukum kepada manusia
sebagai pemilik hukum dalam kapasitanya sebagai alat untuk mewujudkan
kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Dalam
menjalankan profesinya, terutama dalam mengambil keputusan, hakim harus
memperhatikan rasa keadilan dengan mempertimbangkan implikasi hukum
dan dampaknya yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, para pelaksana hukum itu harus mempunyai pemahaman
dan pemikiran tentang hukum yang cukup dalam menggali pemahaman hukum
sebagaimana teori hukum progressif yang diajarkan oleh Satjipto Rahardjo, yakni
tidak hanya memahami hukum positif saja, melainkan harusm
nilai-nilai hukum yang bermuara pada keadilan
keadilan berdasarkan kata

ampu mengangkat
yang sesungguhnya, bukan
-kata dalam peraturan perundang-undangan saja.
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